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Abstrak

Ana Muta’affif, 1733000216

Strategi Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan
Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Skripsi, X,107 hal

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari
terjadinya penyimpangan penyelewengan dan kebocoran yang akan
merugikan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam pencapaian
tujuan organisasi untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan,
penyelewengan dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada Sekretariat Jenderal DPR RI
Pengawasan Intern dilakukan oleh Inspektorat Utama unit organisasi eselon |
sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 6 tahun 2021
tentang perubahan kedua atas peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja
Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pene menggambarkan saat
ini terdapat permasalahan dalam Aspek kompetensi Auditor dan Aspek Kinerja
Auditor dalam Inspektorat Utama. Permasalahan dalam Aspek Kompetensi
Auditor antara lain: pertama, Auditor internal yang ditunjuk dalam
melaksanakan tugas audit kurang memiliki kompetensi dalam mengelola audit
internal; kedua, Auditor internal tidak memiliki power sehingga auditee
kerapkali tidak menindaklanjuti temuan audit; ketiga, Kegiatan audit internal
dinilai mengganggu pekerjaan auditi; keempat, Audit dilakukan untuk mencari
kesalahan orang/auditi. Dari sisi Aspek Kinerja Auditor terdapat permasalahan
kinerja Auditor yang belum tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

Bahwa dari permasalahan tersebut di atas telah ada berbagai upaya telah
dilakukan oleh Inspektorat Utama untuk meningkatkan kompetensi Auditor
yang dijabarkan melalui aspek variabel kinerja dan aspek variabel Kompetensi
sebagai tolak ukur meningkatkan Kinerja Inspektorat Utama di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI. Aspek variabel kinerja terdiri dari aspek Kualitas,
aspek Kuantitas, aspek Waktu, dan aspek Kerjasama . Adapun aspek variable
kompetensi terdiri dari aspek knowledge, aspek skill serta aspek attitude.
Kemudian terkait strategi Inspektorat Utama dalam upaya peningkatan kinerja
telah menyusun Renstra dengan mempertimbangkan hasil dari LAKIP dan
AKIP tahun sebelumnya sehingga tersusun strategi yang dapat meningkatkan
kinerja dari Auditor di lingkungan Inspektorat Utama.

Vii



viii

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran berdasarkan tiga varibel
penelitian. Pertama varibel kinerja, saran yang dberikan adalah dilakukan
peningkatan supervisi oleh pimpinan terhadap hasil laporan kegiatan auditor,
kedua variabel kompetensi, yaitu Inspektorat Utama bekerjasama dengan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR dalam memberikan peluang
kepada Auditor untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, dan ketiga
variabel strategi, saran yang diberikan penulis adalah Inspektur Utama sebagai
pimpinan tertinggi lebih sering dalam melakukan diskusi penyelesaian kasus
dan menghadiri seminar seminar nasional maupun internasional terkait
dengan pengawasan (audit)

Kata Kunci : Kompetensi, Auditor, Kinerja, Strategi



Abstract

Ana Muta’affif, 1733000216

The Impact of Auditor Competence on the Performance

of the Main Inspectorate Within the Secretariat General of the
DPR RI

Thesis, X, 107 pages

The supervisory function carried out by the Government Internal Supervisory
Apparatus (APIP) is very important in achieving organizational goals to avoid
fraud and leakage that will harm the government in carrying out its main duties
and functions. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) plays a
role in achieving organizational goals to avoid irregularities, fraud and leakages
that will harm the government in carrying out its main tasks and functions. At
the Secretariat General of the DPR RI, Internal Control is carried out by the
Main Inspectorate under of echelon | organizationed units in accordance with
the regulation of the Secretary General of the DPR RI number 6 of 2021
concerning the second amendment to the regulation of the Secretary General
of the House of Representatives Number 7 of 2018 concerning the
Organization and working procedures of the Secretary General and the
Expertise Board DPR RI. The author describes that currently there are
problems in the competence aspect of the audite and the audite's performance
aspect in the main inspectorate. Problems in the Auditor Competency Aspect
included: first, the internal auditor appointed to carry out audit duties lacks
competence in managing internal audit; second, the internal auditor does not
have the power so that the auditee often does not follow up on audit findings;
third, Internal audit activities are considered to interfere with the work of the
auditee; fourth, the audit is conducted to find fault with the person/auditee. In
terms of the Auditor Performance Aspect, there are problems with the
performance of the Auditors who are not on time in completing their duties.

Whereas from the problems mentioned above, various efforts have been made
by the Main Inspectorate to improve the competence of the Auditor which is
described through aspects of performance variables and aspects of
competence variables as a benchmark for improving the performance of the
Main Inspectorate within the Secretariat General of the DPR RI. Aspects of
performance variables consist of aspects of quality, aspects of gquantity,
aspects of time, and aspects of cooperation. The aspect of the competency



variable consists of aspects of knowledge, aspects of skills and aspects of
attitude.

Then related to the Main Inspectorate's strategy in an effort to improve
performance, a Strategic Plan has been drawn up by considering the results of
the previous year's LAKIP and AKIP so that a strategy is formulated that can
improve the performance of the Auditors within the Main Inspectorate.

From the results of this study, the authors provide suggestions based on three
research variables. The first is the performance variable, the advice given is to
increase supervision by the leadership on the results of the auditor's activity
report, the two competence variables, namely the Main Inspectorate in
collaboration with the Education and Training Center of the Secretary General
of the DPR in providing opportunities for the Auditor to improve competence
and knowledge, and the three strategy variables, The advice given by the
author is that the Main Inspector as the highest leader is more often in
discussing case resolution and attending national and international seminars
related to supervision (audit)

Keywords : Competency, Auditor, Performance, Strategic
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang
menunjukkan apa yang ingin dicapai yang sering kita kenal dengan visi dan
misi organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan
pengelolaan fungsi manajemen yang salah satunya adalah fungsi
pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam pencapaian tujuan
organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan
dan kebocoran yang akan merugikan pemerintah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan audit merupakan salah satu instrumen pengawasan
keuangan negara di sektor pengawasan. Kinerja auditor yang handal
merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan audit tersebut. Kompetensi
auditor yang memadai dan pemahamannya terhadap Sistem Informasi
Akuntasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil
pelaksanaan audit.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana
pengawasan intern harus mampu merespon secara signifikan berbagai

permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial



melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan
pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat
dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat
tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung
penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan
peranan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan peran APIP yang efektif. Peran
APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang
kompeten dengan hasil audit internal yang semakin berkualitas sebagai
capaian kinerja organisasi.

APIP berperan dengan efektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 11
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, yaitu :

1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities);

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah (anti corruption activities);

3. Memberi masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah (consulting activities).



Salah satu bukti pengawasan APIP yang dianggap kurang efektif dan
efisien, dapat ditemukan dengan masih adanya Operasi Tangkap Tangan
(OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap
pejabat pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah. Sebagai
contoh OTT Bupati Langkat Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin-
Angin pada tanggal 18 Januari 2022 diduga terlibat dalam tindak pidana
korupsi, awal tahun 2022 KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan
terhadap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
(Dirjen Otda Kemendagri). Dengan adanya kejadian kasus tersebut
memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat
terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh profesi auditor karena dianggap
sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan atas relevansi dan
keadaan sebuah laporan keuangan.

Di Sekretariat Jenderal DPR RI pengawasan intern dilakukan oleh
Inspektorat Utama. Inspektorat Utama Setjen DPR RI terbentuk 17
September 2015, yang sebelumnya hanya setingkat Bagian atau Eselon Il
yang disebut dengan Bagian Pengawasan menjadi Unit Organisasi Eselon
| Inspektorat Utama. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan pasal 251 ayat 1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 Tahun 2015 Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan

intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada



di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Untuk
melaksanakan mandatnya, Inspektorat Utama setjen DPR RI telah
menetapkan visi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yaitu
‘Mendukung terwujudnya Inspektorat Utama yang professional dan
kompeten”. Dalam menunjang tugas pengawasan tersebut dituntut para
Auditor di lingkungan Inspektorat utama yang memiliki kompetensi yang
handal dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat menyampaikan
laporan dengan tepat waktu.

Berdasarkan perbandingan data Laporan Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2019 — 2021, kinerja Auditor di
lingkungan Irtama sebagaimana terlihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Tabel Perbandingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama
Tahun 2019 - 2021

Mo |- ey 2019 el &t 2020 | 2021
Kinerja Kinerja
1 | Nilai Internal 8 Indeks
(delapan) Area BB Reformasi BB BB
Perubahan Birokrasi (75, 81) | (76,63)
2 | Level Internal Nilai Evaluasi
é:ggbility jevel 3 Qiknuenr}:bmtas Y S,
Models (64,60) | (64.90)
(IACM)
3 | Persentase Jumlah unit
Tindaklanjut kerja yang
Atas mendapat 2
Rekomendasi 56 % predikat (Pusdiklat 4
Hasil WBK/WBBM & Biro
Pengawasan KSAP)
Internal dan
Eksternal




Jumlah Hasil penilaian
dokumen tingkat
administrasi maturitas
Bagian penyelenggara
Tata Usaha an SPIP
Inspektorat
Utama,
terdiri atas: 3
a. Dokumen Level 3
Perencanaan | Dokumen e vel s (3,858)
dan
Keuangan
b. Dokumen
Kepegawaian
dan Umum
c. Dokumen
Evaluasi dan
Pelaporan
Hasil Penilaian
tingkat Level 3 Level 3
. (Dengan
kapabilitas Catatan) (3,00)
APIP
Presentase
penyelesaian
tindaklanjut . 2304 77%
rekomendasi
pemeriksaan
BPK.
Indeks
Reformasi
Birokrasi di BB BB
lingkup (75, 81) | (76,63)
Inspektorat
Utama
Nilai Evaluasi
SAKIP di
lingkungan 64B6O 64B9O
Inspektorat (64,60) | (64,90)
Utama

Sumber : Renstra dan LAK Inspektorat Utama Sekjen DPR RI tahun 2019 - 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 indikator kinerja tahun 2019 Inspektorat

Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019



ditandatangani Inspektur Utama sebagai pihak pertama dan Sekretaris
Jenderal DPR RI sebagai pihak kedua, dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintah yang efektif, tranparan dan akunTabel serta
berorientasi pada hasil. 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) diantaranya Nilai
Internal 8 (delapan) Area Perubahan yaitu BB, Level Internal Audit
Capability Models (IACM) adalah level 3, Persentase Tindak lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal sebesar 56%, dan
Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri
atas Dokumen Perencanaan dan Keuangan, Dokumen Kepegawaian dan
Umum dan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan terdapat 3 dokumen.
Sedangkan di tahun 2020 dan tahun 2021 Inspektorat Utama
menetapkan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK)
yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan
tahun 2021 diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi tahun
2020 BB (75, 81) tahun 2021 BB (7673), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
tahun 2020 B (64,60) tahun 2021 B (64,90), Jumlah unit kerja yang
mendapat predikat WBK/WBBM tahun 2020 adalah 2 (dua) unit kerja, tahun
2021 4 (empat) unit kerja, Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP tahun 2020 level 3, tahun 2021 level 3 dengan nilai
(3,858), Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP tahun 2020 level 3 dengan
catatan tahun 2021 level 3 (3,00), Presentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi pemeriksaan BPK tahun 2020 73%, tahun 2021 77%, Indeks

Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama tahun 2020 BB (75,81),



tahun 2021 BB (73,63), Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat
Utama tahun 2020 B (64,60), tahun 2021 B (64,90).

Tabel 1.2
Tabel Kompetensi dan Capian Kinerja Inspektorat Utama

Kompetensi Kinerja
Tahun Diklat Diklat | Surat
y : Laporan | Presentase
Penjenjangan | Teknis Tugas
20 71,92%
2020 13 auditor auditor 285 205
31 79,46%
2021 21 auditor auditor 263 209

Sumber : Aplikasi Pusdiklatwa BPKP dan Laporan Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2020-2021

Dari Tabel perbandingan di atas, diperoleh informasi bahwa
peningkatan/penurunan kinerja Auditor di Irtama, setidaknya dipengaruhi
oleh kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Hal ini diperoleh dengan melihat
bahwa dengan mengikuti diklat baik penjenjangan dan teknis,
mempengaruhi tingkat penyelesaian laporan yang telah dilakukan. Semakin
banyak mengikuti diklat, semakin tinggi tingkat penyelesaian laporan, yang
meningkatkan prosentase kinerja Inspektorat Utama.

Dengan merujuk dari data dan informasi tersebut, maka peneliti
dapat merumuskan latar belakang penelitian “Strategi peningkatan
Kompetensi auditor terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal DPR RI” adalah sebagai berikut :



1. Strategi Inspektorat Utama dalam hal peningkatan kinerja Inspektorat
tertuang di dalam Renstra Irtama tahun 2015 — 2019 dan Renstra tahun
2020 — 2024. Dalam hal ini strategi tahun 2019 adalah :

- peningkatan Laporan hasil Audit (Level Internal Audit Capability
Models (IACM) = Level 3, dan

- Laporan Hasil Pengawasan Internal = 56%, sedangkan

Strategi tahun 2020 — 2021 adalah :

- peningkatan hasil penilaian APIP = Level 3 dengan catatan, dan

- Nilai Akuntabilitas Kinerja = B (64,60%)

2. Nilai Kinerja Auditor dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana

terlihat dari laporan kinerja pegawai di lingkungan Irtama, sebagaimana
di bawah ini
Berdasarkan hasil laporan kinerja Inspektorat Utama :
Tahun 2020 Indikator Kinerja TLHP APIP tidak masuk dalam perjanjian
kinerja tahunan Inspektorat Utama. Tahun 2021 TLHP APIP terdapat
47,73% rekomendasi yang belum sesuai, 6,82% belum ditindaklanjuti,
dan 5,68% tidak dapat ditindaklanjuti. Sehingga hanya 70% dari
Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2021.

Sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 1.3
Tabel Jumlah Presentase TLHP APIP Tahun 2021
. Berdasarkan Nilai
Berdasarkan Jumlah Rekomendasi X
Rekomendasi
% Selesai |% Belum Sesuai| _%Belum. . % T'dak da;.:at_ % Selesai % BEIL"_"
Ditindaklanjuti | ditindaklanjuti Sesuai
15,38 76,92 7,69 0,00 93,78 6,22
INSPEKTORAT L 20,00 80,00 0,00 0,00 26,78 73,22
23,81 52,38 23,81 0,00 50,29 49,71
20,51 64,10 15,38 0,00 65,58 34,42
100,00 0,00 0,00 0,00 100 0
51,72 37,93 0,00 10,34 0 100
100,00 0,00 0,00 0,00 0 0
INSPEKTORAT IT 12,50 75,00 0,00 12,50 0 0
57,14 34,69 0,00 8,16 46,34 53,66
40,91 47,73 6,82 5,68/ 62,35 37,65

Sumber : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Tabel 1.4
Tabel rekapitulasi surat tugas dan laporan Inspektorat Utama tahun 2021
ST STTANPA | SURAT |ST/KEGIATAN BELUM | KATAGORIPENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH
UL DS USULAN |[ST BATAL| LAINNYA | LAPORAN/ | TUGAS DENGAN LA:::AN ADA REKOMENDASI/
DESEMBER 2021 AWAL NON WAS | (BERLAKU)| LAPORAN LAPORAN SARAN

SB B C | TB [STBL|STBEL

Jumlah s.d. TWIV
(Berdasarkan Data 283 9 1 11 74 263 209 54 (46|58 |42 )28 (36 (54 15
Siratu s.d. 04012022)

7946768 20,5323 100

Persentase Laporan Kegictan dari Januari s.d. Desember 2021 (6 Des 2021) = | 79.47%  20,53%

Sumber : matrik kegiatan Inspektorat Utama tahun 2021, Subbagian evaluasi dan laporan Inspektorat Utama
Setjen DPR RI. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 mengenai rekapitulasi surat tugas dan
laporan kegiatan Inspektorat Utama tahun 2021, diperoleh data bahwa
terdapat sejumlah 283 penugasan yang diterbitkan. Dari jumlah penugasan
tersebut terdapat 9 surat tugas dibatalkan (kegiatan tidak jadi dilaksanakan
karena bersamaan dengan kegiatan lain), 1 surat tugas lainnya (diterbitkan

unit kerja lain), 11 surat tugas yang tidak memerlukan laporan (misalnya
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kegiatan penyerahan data/eviden ke K/L atau perpindahan penugasan
pegawai antar-Inspektorat), sehingga surat tugas yang diterbitkan pada
tahun 2021 sejumlah 274 dan penugasan yang memerlukan laporan
sejumlah 263 penugasan.

Selain itu Tabel 1.4. juga menginformasikan bahwa dari 283 surat
tugas yang diterbitkan, sampai dengan akhir Desember 2021, diketahui
terdapat 209 Ilaporan penugasan atau 79,47% dan yang belum

menyampaikan laporan kegiatan sejumlah 54 penugasan atau 20,53%.

3. Kompetensi Auditor

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa :

- Tahun 2020 dengan 12 diklat yang diikuti oleh 33 auditor menghasilkan
kinerja 71,92%;

- Tahun 2021 dengan 16 diklat yang diikuti oleh 52 auditor menghasilkan

kinerja 70,46%.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang
yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai
dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman
dalam praktik audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang
cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektiftas peran

unit audit internal di sektor publik adalah model penilaian yang disebut
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Internal Audit Capability Model (IACM) atau model kapabilitas audit internal
sesuai dengan Peraturan BPKP, PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Di
dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level
1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed),
dan Level 5 (Optimizing). Inspektorat Utama Setjen DPR RI mendapatkan
nilai IACM tahun 2019 dengan level 3P€ (dengan Catatan) dapat dihilangkan
yaitu dengan system atau model penilaian risiko dan manajemen risiko.

Tabel 1.5
Tingkat level APIP IACM

APIP menjach agen perubahan LEVEL 5

Optimizing

APIP mampu membesikan assrrance secara keseluruhan atas
tata kelola, manajemen nsiko dan pengendalian ntern
APIP mampu mendai efisiens, efektivitas,
ekononus suatu kegiatan dan mampu membenkan LEVEL 3
konsultasi pada tata kelola, manajemen nsiko dan Integrated
pengendalianntern
APIP mampu menjamin proses
terjadumya korupst

sesuat peraturanmampu mendeteks

APIP belum dpt memberkan

janunanatas proses tata kelola LEVEL 1

sesuai peraturan dan | Titial

mendeteksikorupsi

Sumber : PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.

Capaian level 3 (integrated) bertujuan agar APIP dapat
melaksanakan perannya dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi,
efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada
manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian. Salah satu elemen dari level 3 yaitu pengelolaan SDM

dengan membangun tim dan kompetensi sumber daya manusia.



12

Kemampuan sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat
secara professional dan akunTabel merupakan faktor utamadalam upaya
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Kualitas
sumber daya aparatur tersebut perlu tentu perlu didukung oleh sistem
manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi.

Merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, yang
meneliti mengenai kompetensi, kinerja dan strategi, diperoleh data bahwa
penelitian yang dilakukan oleh Rosmaini dan Tanjung (2019) kompetensi
berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Sulistiyowati (2018).
Penelitian yang dilakukan oleh Noviana, Martono, dan Murtiningsih (2016)
strategi berperan terhadap peningkatan kompetensi, dan strategi
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Menjadi hal yang menarik
apakah kondisi yang sama terjadi pada auditor Sekretariat Jenderal DPR
RI.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, kemampuan
kompetensi Auditor yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama. Kondisi Institusi
saat ini dilihat dari indikator jumlah SDM relatif masih kurang, pada Februari
2021, Inspektorat Utama mendapat tambahan pegawai sejumlah lima belas
pegawai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. lulusan

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) melalui pengangkatan CPNS
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Tahun Anggaran 2020, untuk menduduki jabatan fungsional auditor, yang
ditempatkan pada Inspektorat | sejumlah tujuh orang, dan pada Inspektorat
Il ditempatkan sejumlah delapan orang.

Dalam rangka menunjang kinerja Inspektorat Utama melakukan
pembinaan auditor dengan diklat penjenjangan dan diklat teknis instansi.
Adapun beberapa diklat auditor yang sudah mengikuti diklat seperti Tabel
di bawah ini :

Tabel 1.6
Diklat Auditor Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2021

Diklat Penjenjangan Diklat Penjenjangan
1. Penjenjangan Auditor |1. Manajemen Risiko Organisasi Sektor
Utama, Publik;
2. Penjenjangan Auditor |2. Penilaian Maturitas SPIP;
Muda; 3. Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
3. Pembentukan Auditor 4. Analisa Pemecahan Masalah;
Pertama; 5. Penilaian Angka Kredit JFA,
4. Pembentukan Auditor |6. Pemantauan  Tindak Lanjut  dan

Terampil; Pengelolaan Hasil Pengawasan ;

Penulisan Laporan Hasil Audit Intern;

Probity Audit Pengadaan Barang dan

Jasa,

9. Audit Kinerja Kementerian/Lembaga,;

10.Audit Pengadaan Barang dan Jasa di
Masa Pandemi Covid-19;

11.Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko;

12. Audit Investigasi;

13.Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Elektronik di Lingkungan APIP
(Pembelajaran Jarak Jauh);

14.Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Elekronik;

15. Audit Ketaatan;

16. Diklat Analytics untuk Audit;

17.Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern;

18. Teknik Audit Berbantuan Komputer;

0 ~
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19.Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga.

Sumber : surat pengajuan diklat penjenjangan dan diklat teknis auditor Inspektorat Utama Setjen DPR Rl ke
kepala pusat pendidikan dan pelatihan BPKP RI tahun 2021.

Banyaknya auditor yang belum mengikuti diklat penjenjangan auditor
dan diklat teknis/subtansi ini juga menjadi masalah atau kendala pada saat
ini yang harus diselesaikan supaya bisa berpengaruh terhadap kinerja
auditor yang diharapkan. sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik
atau Good Corporate Governance (GCG) dan pemerintah yang bersih
(Clean Government). Pemecahan permasalahan tersebut diantaranya
dengan diadakan Bimtek, Workshop, PPM dan knowledge sharing di
Inspektortat Utama. Dan kendala-kendala yang lain yang mempengaruhi
kinerja selama ini adalah masih banyaknya pekerjaan mandatori (tugas
audit dari Inspektur) sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam
penugasan pengawasan antara surat tugas yang satu dengan surat tugas
yang lain.

Pada saat ini auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang
terbagi di Inspektorat | dan Inspektorat Il yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 7
Jumlah auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2021

Unit Auditor | Auditor | Auditor | Auditor Auditor Jumlah
Utama | Madya Muda Pertama | Terampil
Inspektorat | - 1 4 4 10 19
Inspektorat Il - 1 3 4 10 18
37
TOTAL .
Auditor

Sumber : Data Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama Tahun 2021
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Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat begitu banyak aparat
pemeriksa dan pengawas (auditor) yang dimiliki pemerintah, tetapi ternyata
belum mampu mencapai kinerja yang maksimal. Lembaga pengawas ini
belum mampu melaksanakan fungsi dengan baik padahal di sisi lain
pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan adalah
tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini. Inspektorat memiliki kewenangan
untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kapanpun bila dianggap
perlu.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik meneliti
lebih lanjut fenomena kinerja APIP pada Inspektorat Utama Setjen DPR RI
dengan judul “Strategi peningkatan kompetensi auditor dalam peningkatan

kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan
rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana strategi
peningkatan kompetensi auditor dalam upaya meningkatkan kinerja

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI” ?



16

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Kompetensi

Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat

Jenderal DPR RI” adalah :

a) Untuk mengetahui kinerja Inspektorat Utama di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI;

b) Untuk mengetahui faktor penentu kompetensi auditor

c) Untuk menentukan strategi pengembangan kompetensi auditor
dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Utama di lingkungan

Sekretariat Jenderal DPR RI;

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan
Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal DPR RI” adalah :
a. Manfaat Penelitian terhadap dunia akademi
1. Menambah wawasan kepada pihak terkait pentingnya komptensi
dalam peningkatan kinerja organisasi.
b. Manfaat Penelitian terhadap dunia praktis
1. Implementasi praktis dari penelitian ini adalah menyusun desain
dan model pengembangan kompetensi untuk meningkatkan

kinerja organisasi;
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2. Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan dan pihak
terkait lainnya untuk pengembangan kompetensi dan
peningkatan kinerja organisasi.

3. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis terhadap
konsep kinerja, kompetensi, dan strategi peningkatan

kompetensi dan kinerja;
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